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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut.
1. Perlindungan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan
pengetahuan tradisional berdasarkan Protokol Nagoya adalah berupa
pemberian landasan pengakuan atas pemanfaatan sumber daya genetik dan
pengetahuan tradisional bagi para pihak. Pemberian landasan ini terkait
dengan izin akses dan pembagian keuntungan yang adil terhadap
pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Pembagian
keuntungan yang adil kemudian diimplementasikan dalam Kesepakatan
Bersama (Mutually Agreed Terms).
2. Protokol Nagoya mengakui kedudukan masyarakat adat dalam pemanfaatan
sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yaitu turut serta di dalam
pemberian izin untuk akses pemanfaatan SDG dan pengetahuan tradisional
(PADIA/Prior Informed Consent) dan memiliki hak terkait pembagian
keuntungan yang adil. Protokol Nagoya tidak secara eksplisit memberikan
pengaturan tentang cara-cara bagi masyarakat untuk mempertahankan hak.
Pembagian keuntungan yang adil didasarkan pada hubungan kontraktual,
sehingga dalam hal ini peran pemerintah sebagai subjek hukum perjanjian
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internasional menjadi sangat penting untuk menjamin hak-hak dari
masyarakat adat dalam hal pemanfaatan SDG dan pengetahuan tradisional.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka
saran-saran yang dapat diberikan yaitu:
1. Masyarakat adat harus memperhatikan pemberian izin akses terhadap
pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional agar tidak
ada lagi pelanggaran-pelanggaran di masa yang akan datang. Masyarakat
adat diharapkan memperkuat posisi tawar mereka sebagai pemilik sumber
daya genetik dan pengetahuan tradisional. Masyarakat adat harus
memperbanyak informasi mengenai akses dan pemanfaatan sumber daya
genetik dan pengetahuan tradisional.
2. Pemerintah harus memperkuat kedudukan masyarakat di dalam
mempertahankan hak-hak yang terkait pemanfaatan sumber daya genetik
dan pengetahuan tradisional. Pemerintah juga diharapkan menumbuhkan
kesadaran akan pentingnya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya
genetik dan pengetahuan tradisional, sehingga negara bisa mencegah
pelanggaran-pelanggaran yang timbul dari kurang kuatnya kedudukan
masyarakat.
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